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Abstrak
 

Perkawinan campuran antara WNI dan WNA bukan merupakan suatu hal baru yang terjadi di Indonesia.

Pada tahun 2015, terdapat 1.200 perkawinan campuran yang diyakini dapat meningkat seiring waktu dengan

kemudahan komunikasi serta mobilitas sosial. Perkawinan campuran pada dasarnya tunduk pada dua atau

lebih hukum karena adanya perbedaan kewarganegaraan diantara pasangan. Keberlakuan hukum ini tidak

hanya meliputi perkawinan tetapi juga harta benda perkawinan. Bila suatu perkawinan dinyatakan putus

karena perceraian maka timbul persoalan berapa besaran harta yang diperoleh masing-masing pihak dan atas

dasar apa pembagian tersebut dilangsungkan. Keberlakuan dari dua atau lebih hukum membuat Majelis

Hakim di Indonesia memiliki kebijaksanaan tersendiri guna memilah dan menentukan besaran harta yang

diperoleh oleh setiap pihak. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menentukan bagaimana Majelis Hakim

di Indonesia menentukan hukum yang berlaku terhadap pembagian harta benda perkawinan dari perceraian

perkawinan campuran. Penulisan ini membandingkan keberlakuan hukum Indonesia maupun negara lain

dalam pengaturan terhadap perkawinan hingga pembagian harta benda perkawinan itu sendiri. Lebih lanjut,

penulisan ini juga bermaksud untuk menganalisa penerapan dari kaidah-kaidah Hukum Perdata Internasional

pada tiga studi kasus pembagian harta benda perkawinan dalam perceraian perkawinan campuran di

Indonesia. Penulisan ini dikemas menggunakan penelitian yang bermetode yuridis normatif terhadap

beberapa peraturan perundang-undangan baik di Indonesia maupun negara lain.

......Mixed marriage between Indonesian citizens and foreigners is not a new thing that has happened in

Indonesia. In 2015, there were 1,200 mixed marriages which are believed to increase over time with ease of

communication and social mobility. Mixed marriages are subject to two or more laws due to differences in

nationality between the partners. The enactment of this law does not only cover marriage but also marital

property. If a marriage is declared to have been broken up due to divorce, the question arises of how much

property each party has acquired and on what basis the division takes place. The enforceability of two or

more laws makes the Panel of Judges in Indonesia have its own discretion to sort and determine the amount

of assets acquired by each party. The purpose of this paper is to determine how the Panel of Judges in

Indonesia determines the law that applies to the distribution of marital assets from mixed marriage divorces.

This writing compares the application of Indonesian law and other countries in regulating marriage to the

division of the marital property itself. Furthermore, this paper also intends to analyze the application of the

principles of Private International Law in three case studies of the division of marital property in the divorce

of mixed marriages in Indonesia. This writing is packaged using normative juridical research on several

laws and regulations both in Indonesia and other countries.
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